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PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800/ &4 /1/DPK-LK/I-2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Lima Puluh
Kota Nomor : 900/2/BUP-LK/1/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tentang
Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun Anggaran 2024, maka perlu ditetapkan Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran
2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima
Puluh Kota.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31  Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3874);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor i Tahun 2004  Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampaiannya;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016 Nomor 15 );

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun
2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Taun 2021 Nomor 3) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 108 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024
Tentang Pengeluaran Kas yang Mendahului Penetapan APBD
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2024 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
Anggaran 2024 sebagai berikut :

Nama

NIP

ERLIN MAHDALENA, SE
: 19820310 200312 2 003

Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Ahli Pertama
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: Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut:
a.

Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

Menyiapkan SPM;

Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,;

Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD

Menyusun laporan keuangan SKPD.

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024 melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2024.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 2 Januari 2024
/2{1 '

KEPALA PINAST PIMCAN DAN KEBUDAYAAN
K AY A PULUH KOTA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

PRl

Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota
Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota

Sdr. Yang bersangkutan

Arsip.—




